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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. 

Ditpamobvit terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Administrasi 

(Subbagrenmin), Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), 

Subbirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster), Subdirektorat Pariwisata 

(Subditwisata), Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg), dan 

Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas). indikator eskalasi 

keamanan dalam peran Ditpamobvit Polda NTB. 

2. Proses pengamanan Direktorat Pam Obvit Polda NTB terhadap objek 

vital nasional seperti penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan oobjek vital, 

meningkatkan, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga 

masyarakat beserta support, memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan dilingkungan obyek vital nasional, melakukan penyelidikan 

dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara 

pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, melindungi 

keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup 

dari gangguan ketertiban termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 

dalam lingkup tugas kepolisian. 
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B. Saran 

1. Ditpamobvit terdiri dari Sub bidang, khusus sub bidang wisata disebut 

Subditwisata, yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek 

wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan 

khusus. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata menyelenggarakan 

fungsi, pengamanan obyek wisata; dan pengamanan mobilitas wisatawan 

diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme. 

2. Diharapkan kepada masyarakat maupun pengelola objek wisata yang ada 

di Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelayanan dan keamanan 

terhadap wisatawan. 
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